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Memperhatikan 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 02/BIRHUKMAS/I/1975 

T e n t a n g 

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN 

ETIK KEDOKTERAN 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa tugas professional dokter begitu mulia dalam pengabdiannya 

kepada sesama manusia dan tanggung-jawab dokter makin tambah be-

rat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran 

modern, sehingga tiap dokter perlu menghayati etik kedokteran se 

kiranya ia ingin tetap menjadi dokter yang baik; 

b. bahwa untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi Etik Kedokteran 

diperlukan Pembentukan Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik 

Kedokteran dan dengan ketentuan-ketentua.nnya baik ditingkat Pu­

sat maupun di Oaerah Tingkat I. 

a 1. Undan9-undan9 No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 

2. Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan; 

3. Keputusa.n Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 19741 

4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 125/IV/Kab/BU/1975; 

Hasil Musyawarah Kerja (Workshop) Susila Kedokteran Nasional yang 

diselenggarakan pada tanggal 1 s/d 2 Mei 1969 di Jakarta. 

I. MENCABUT 

MEMUTUSKAN: 

a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Aparatur 

Etik Kedokteran tanggal 30 Agustus 1969 No. 

55/WSKN/69· 

b. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. tanggal 

14 Nopember 1969 No. 104/DPK/I/K/69 tentang 

Pembentukan Dewan Pelindung Etik Kedokteran 

Pusat. 

II. PERATURAN ..•..... 
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II, PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PER­

TIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN. 

BAB I 

UM UM 

Pasal 1 

Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran (dalam pasal -

pasal selanjutnya disebut Panitia) diberi hak dan wewenang tertentu 

untuk melaksanakan tugasnya membina dan mengembangkan Kode Etik Kedok­

teran. 

Pasal 2 

Panitia melakukan tugasnya atas landasan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan tanggal 23 Oktober 1969 No. 80/DPK/I/K/69 mengenai Kode Etik 

Kedokteran dan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas, Panitia berhak dan 

berwenang untuk : 

(1) a. Memberi nasehat kepada dokter yang bersangkutan~ 

b. Memberi .pertimbangan-pertimbangan dan usul kepada pejabat yang 

berwenang· 

(2) Mengusulkan tindakan administratif kepada Menteri Kesehatan. 

Pasal 4 

Menurut wilayah wewenangnya (teritorial), Panitia terdiri dari : 

1. Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran Pusat. 

2. Panitia Pertimbangan Dan Pembinaan Etik Kedokteran Propinsi. 

BAB II 

PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN PUSAT 

Pasal 5 

(1) Wilayah wewenang (teritorial) Panitia Pusat ialah 

a. Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia· 

b. Wilayah lain yang tidak termasuk wilayah Panitia Propinsi. 

(2) Panitia Pusat berkedudukan di Ibu-kota Negara Republik Indonesia. 

Pasal 6 

Panitia Pusat terdiri atas unsur-unsur Departemen Kesehatan, De -

partemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Fakultas Kedokteran dan Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) . 
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Pasal 7 

(1) Personalia Panitia Pusat dibentuk dan diangkat oleh Menteri Ke -

sehatan, dengan persetujuan Menteri-Menteri yang bersangkutan dan 

memperhatikan usul dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia· 

(2) Panitia Pusat diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan se­

lanj.utnya dapat diangkat kembali. 

Pasal 8 

Panitia Pusat terdiri sekurang-kurangnya dari 7 (tujuh) orang 

dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dokter yaitu : 

a. Ketua merangkap anggota• 

b. Wakil Ketua merangkap anggota: 

c. Sekretaris merangkap anggota· 

d. Anggota-anggota. 

Pasal 9 

Bilamana ad~ anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, 

Menteri Kesehatan mengangkat penggantinya dengan memperhatikan pa­

sal 6 dan pasal. 7 tersebut diatas. 

Pasal 10 

Untuk rnenjalankan tugas yang sebaik-baiknya, Panitia Pusat di­

bantu oleh Sub Direktorat Rehabilitasi Medis dan Kedokteran Sosial 

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departernen Kesehatan didalarn 

pelayanan adrninistratif. 

Pasal 11 

Panitia Pusat bertugas : 

(1) Memberi pertimbangan dalarn Etik Kedokteran kepada Menteri Kese­

hatan R.I. 

(2) Membina dan rnernperkembangkan secara aktif Kode Etik Kedokteran 

Indonesia• 

(3) Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pani-

tia Propinsi. 

Pasal 12 

Panitia Pusat atas nama Menteri Kesehatan berwenang rnernanggil 

rnereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan Etik Kedokteran untuk 

dirninta keterangannya. 
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Pasal 13 

Panitia Pusat berwenang meminta pertimbangan atas pendapat 

orang-orang atau instansi ata~ lembaga yang dianggap ahli tentang 

persoalan yang dihadapinya. 

Pasal 14 

(1) Keputusan yang diambil oleh Panitia Pusat dapat berupa, menya­

takan dokter yang diadukan itu bersalah atau tidak bersalah· 

(2) Dalam hal dokter itu dinyatakan bersalah, maka dapat diusulkan 

kepada Menteri Kesehatan: 

a. Diberi peringatan, 

b. Dijatuhi tindakan adroinistratif. 

Pasal 15 

Tindakan adroinistratif dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan 

atau pejabat yang berwenang mewakilinya. 

Pasal 16 

Panitia Pusat memberi kesempatan naik banding kepada : 

(1) Dokter yang bersangkutan yang tidak dapat menerima tindakan 

administratif yang dijatuhkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depar­

temen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. Dokter terse­

but dapat naik banding kepada Mente ri Kesehatan. 

(2) Panitia Propinsi y~ng tidak dapat menerima keputusan tindakan 

administratif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pro­

pinsi. Panitia ini naik banding kepada Panitia Pusat. 

Pasal 17 

Panitia Pusat memberikan kesempatan kepada pelapor yang tidak 

dapat menerima keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau Pani­

tia Propinsi untuk meneruskan masalahnya dalam bidang Etik Kedokte­

ran kepada instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sampai 

selesai. 

Pasal 18 

Biaya Panitia Pusat dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen 

Kesehatan. 
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B A a !II 

PANI'l'IA Pl!IR'11!MSAN~ DAN 

lllMalNMN J!ltt1l'.X tul1001<.t11!l~ JiltOP:tN I 

p ••l 19 

(1) Wilay•h W•W nartq (t~ritoti1l) ~an!ti Propin•i ial•h oaarah ~in;k t %/ 
I' opin i. 

( ) Pa~itia Propi nsi barkedudukan di Ibu~kota Propin•i· 

Pa••1 ~O 

P•nitia Prop!nsi terdiri atas unsur-un•ur oina• X.•ehatan ~rQpirt1L, 

Fakultas Kedokteran (jika ada) dan Ikatan Dokter Indonesia. 

Pasal 21 

(l) Panitia Prop1n•i dibantuk dart par1onalianya dianqkat oleh Gub•rnu I· 
Xepala oaerah Tinqkat l 1ta1 u1ul Kepala Xanto~ Wil yah Oepa¥t•m•n 
X111h1t1n/K1p1l1 Din11 X.1ehatan Propin1i, d1ngan mttmparhatikan u•~l 
u1ul PLrnpinan rakulta1 Xadoktaran 1atampat (jik• ada) dan JComi•ariat/ 
clb.nq Ikatan Oo~ter Indonesia . 

(2) Panitia Propinsi diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan ••~ 

lanjutnya dapat diangkat kembali. 

l>a&al 22 

Panitia Propinei terdiri 1ekuranq~kuranqnya dari S (lima) oran; dan 

sebanyak-banyaknya i (tujuh) oran9 dokter yaitu ~ 

a. Ketua meranqkap anggota. 

b. Wakil Ketua merangkap angqota. 

o. Sekretaris meran9kap anggota. 

d. Anggota-anggota. 

Pasal 23 

Bilamana ada anggota yang mengundurkan diri atau maninggal dunia 

maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I rnengangkat penggatinya dengan mem­

perhatikan pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 tersebut diatas. 

Pasal 24 

Tugas Panitia Propinsi ialah menarnpung, mengolah dan mernberi per­

timbangan tentang persoalan dalam bidang Etik Kedokteran diwilayahnya 

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehat­

an Propinsi. 
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Pa6al 25 

Panitia Propinsi ata6 nama G~rnur/~epala oaer ah Tingkat r 

berwenang meman99il mereka yang bersanqkutan dalam 6uatu per~oalan 

Etik Ketlokteran untuk diminta keterangannya, dengan pemheritahuan 

padB Kepala Kantor Wilayfth Departemen Keeehata~/Kepala ninas Kasaha·· 

tan Propin i. 

Pasal 26 

Kepada dokter yang bersangkutan Panitia Propinsi rnemberi kesern­

patan untuk rnernbela diri. 

Pasal 27 

(1}' Keputusan yang diarnbil oleh Panitia Propinsi dapat berupa, rneny~ 

takan dokter yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah· 

(2) Dalarn hal dokter itu dinyatakan bersalah, rnaka dapat diusulkan 

a. Diberi peringatan. 

b. Dijatuhi tindakan adrninistratif. 

Pasal 28 

(1) Tindakan yang dirnaksud dalarn pasal 27 ayat (1) dan (2) , dilakukan 

oleh Kepala Kantor Wilayah Departernen Kesehatan/Kepala Dinas Ke­

sehatan Propinsi· 

(2) Kepala Kantor Wilayah Departernen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan 

Propinsi dapat rnernberikan wewenanij bertindak dalarn bidang Etik 

Kedokteran kepada Panitia Propinsi, kecuali dalarn hal rnengarnbil 

tindakan adrninistratif. 

Pasal 29 

Panitia Propinsi rnernberikan kesernpatan kepada pelapor yang tidak 

dapat rnenerirna Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Panitia 

Propinsi untuk rneneruskan rnasalahnya dalarn bidang Etik Kedokteran ke­

pada Panitia Pusat sarnpai selesai. 

Pasal 30 

Biaya Panitia Propinsi diatur oleh Kepala Kantor Wilayah Depar­

ternen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan persetujuan 

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 

Pasal 31 

Panitia Propinsi rnenyarnpaikan laporan sernua persoalan dan keputu­

san kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departernen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta 

kepada Panitia Pusat. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Pelaksanaan Peraturan ini dan hal-hal lain yang tidak atau belum 

ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri 

Kesehatan. 

Pasal 33 

(1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya· 

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada Kepala Biro 

Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatannya Dalam Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

JAKARTA 

31 M e i 1975 

KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 


